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Abstract 
The Constitutional Court, which functions as a guardian of the constitution as the times 

progressed, created decisions that contained new norms (positive legislation). This has 
implications for the principle of erga omnes attached to every decision that must be obeyed in 
general and respected by state institutions. The decision of the Constitutional Court Number 

80/PUU-XVII/2019 concerning the Prohibition of Multiple Positions by the Deputy Minister 
shows that it has not been complied with and the practice of concurrent positions of deputy 
ministers is still occurring in 2020. the legislature and the principle of erga omnes 

Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XVII/ 2019. This study uses a normative-
juridical method, namely research that analyzes various laws and regulations, and other 
written sources with a conceptual approach and comparison with other countries that rely on 

library research so that they can make legal arguments that are relevant and in accordance 
with legal concepts. The results of this study indicate that the decision is in accordance with 

the obligation to make legal discoveries (rechtvinding) to fulfill legal obligations. The 
implications as erga omnes for the decision have also gone well, although it takes a long time 
for the government to carry out development improvements in the ministry. 

Key Words: Constitutional Court, Positive Legislature, Erga Omnes. 
 

Abstrak  

Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi seiring 
berkembangnya zaman menciptakan putusan yang memuat norma baru (positive legislature). 

Hal ini berimplikasi terhadap asas erga omnes yang melekat pada setiap sifat putusan 
bahwasannya harus dipatuhi secara umum dan diindahkan lembaga negara. Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Rangkap Jabatan Oleh Wakil Menteri 

menunjukkan bahwasannya belum dipatuhi dan masih terjadi praktik rangkap jabatan wakil 
menteri pada tahun 2020. Penelitian ini akan menjawab terkait kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dalam mengeluarkan putusan bersifat negative legislature atau positive legislature 

dan implikasi asas erga omnes terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis yaitu penelitian yang 

menganalisis berbagai doktrin, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya 
dengan pendekatan konseptual dan perbandingan dengan negara lain yang mengandalkan 
penelitian kepustakaan sehingga dapat membuat sebuah argumentasi hukum yang relevan dan 

sesuai dengan konsep hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya adanya 
putusan bersifat mengatur sudah sesuai dengan kewajiban hakim dalam melakukan penemuan 
hukum (rechtvinding) untuk mengisi kekosongan hukum. Implikasi asas erga omnes terhadap 

putusan tersebut juga sudah berjalan dengan baik walaupun membutuhkan waktu cukup lama 
bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan komposisi pada kementerian. 
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Positif Legislatur, Erga Omnes.


